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Abstract. The enforcement of regulations against street vendors by 
the Civil Service Police Unit (Satpol PP) often creates a dilemma 
between maintaining public order and protecting the livelihoods of 
informal-sector communities. This condition highlights the need to 
strengthen the capacity of Satpol PP personnel in exercising 
administrative discretion in accordance with the General Principles 
of Good Governance (AUPB). This community service program 
aimed to enhance the knowledge and practical capacity of Satpol 
PP personnel in Batam City to implement discretionary authority in 
a lawful, proportionate, accountable, and public-oriented manner. 
The program was conducted through problem identification based 
on document review and case studies of street vendor enforcement, 
followed by educational sessions, focus group discussions (FGDs), 
and mentoring activities to evaluate enforcement practices using 
five indicators of good governance: legality, conformity with the 
purpose of authority, administrative prudence, proportionality, and 
public benefit. The results showed that the participants had a better 
understanding of the legal basis for administrative discretion; 
however, several challenges remained, including inconsistent 
administrative documentation, inadequate justification of 
discretionary decisions, and limited integration between 
enforcement measures and street vendor empowerment programs. 
In addition, the discussions revealed that enforcement actions 
focusing solely on restoring public order had not yet produced 
sustainable compliance and continued to generate social tensions 
with informal-sector vendors. The program recommends 
strengthening AUPB-based standard operating procedures, 
improving administrative documentation, enhancing pre-
enforcement communication, and integrating enforcement 
activities with more comprehensive street vendor management and 
empowerment programs to ensure that the exercise of 
administrative discretion becomes more accountable, humane, and 
socially just. 

 
Katakunci:  
Diskresi; Satpol PP; 
Pedagang Kaki Lima; 
Penertiban; AUPB 
Toleransi. 

Abstrak. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) sering menghadapi dilema antara 
penegakan peraturan daerah dan perlindungan terhadap aktivitas 
ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya 
penguatan kapasitas aparatur dalam menerapkan prinsip diskresi 
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yang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AUPB). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan 
meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur Satpol PP 
Kota Batam dalam menerapkan diskresi secara legal, proporsional, 
akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Metode yang 
digunakan meliputi identifikasi permasalahan melalui telaah 
dokumen dan studi kasus penertiban PKL, penyuluhan, diskusi 
kelompok terarah (FGD), serta pendampingan dalam mengevaluasi 
praktik penertiban berdasarkan lima indikator AUPB, yaitu legalitas, 
kesesuaian tujuan kewenangan, kecermatan administratif, 
proporsionalitas, dan kemanfaatan. Hasil kegiatan menunjukkan 
bahwa aparatur Satpol PP telah memahami dasar hukum 
penggunaan diskresi, namun masih ditemukan kelemahan pada 
konsistensi dokumentasi administratif, penelusuran alasan 
tindakan, dan keterpaduan antara penertiban dengan upaya 
penataan serta pemberdayaan PKL. Selain itu, diskusi bersama 
mengidentifikasi bahwa penertiban yang hanya berorientasi pada 
pemulihan ketertiban fisik belum mampu menciptakan kepatuhan 
yang berkelanjutan dan masih berpotensi menimbulkan konflik 
sosial dengan pelaku usaha sektor informal. Kegiatan ini 
menghasilkan rekomendasi berupa penguatan standar operasional 
prosedur berbasis AUPB, peningkatan kualitas dokumentasi 
administratif, optimalisasi komunikasi pra-penertiban, dan 
pengintegrasian penertiban dengan program penataan serta 
pemberdayaan PKL sehingga pelaksanaan diskresi menjadi lebih 
akuntabel, humanis, dan berkeadilan.  
 

 

1 Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mensyaratkan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar 
kewenangan yang sah, dilaksanakan melalui prosedur yang dapat 
dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada kepentingan publik. 
Dalam hukum administrasi negara, legalitas tidak hanya berkaitan 
dengan dasar hukum formal, tetapi juga kesesuaian tujuan kewenangan, 
kepatutan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan 
sewenang-wenang(Ibad, 2026). Prinsip tersebut menjadi landasan 
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam 
menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, 
dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Namun, pelaksanaan tugas tersebut 
sering menghadapi kompleksitas, terutama dalam penertiban pedagang 
kaki lima yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan 
keberlangsungan mata pencaharian masyarakat sektor informal, 
sehingga menuntut penerapan kewenangan yang akuntabel dan sesuai 
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 

Penertiban pedagang kaki lima atau PKL merupakan salah satu 
bentuk tugas Satpol PP yang paling sering memunculkan dilema 
administratif dan social (Bonggasau & Ismawati, 2026). Di satu sisi, 
keberadaan PKL kerap dinilai mengganggu ketertiban ruang publik, akses 
pejalan kaki, kelancaran lalu lintas, kebersihan lingkungan, dan estetika 
kota(Lestari et al., 2025). Di sisi lain, PKL tidak dapat dipahami semata-
mata sebagai pelanggar ketertiban karena aktivitas tersebut berkaitan 
dengan keterbatasan akses kerja formal, keberlanjutan pendapatan 
rumah tangga, dan strategi bertahan hidup masyarakat berpenghasilan 
rendah (Hassan, 2021; Prayitno, 2020). Data Badan Pusat Statistik 
menunjukkan pekerja informal masih mendominasi struktur 
ketenagakerjaan Indonesia, yaitu sekitar 59,40 persen dari total 
penduduk bekerja pada Februari 2025. Kondisi ini menegaskan kebijakan 
penertiban PKL perlu mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi dan 
keteraturan ruang. 

Kompleksitas tampak jelas di Kota Batam sebagai kota dengan 
mobilitas ekonomi tinggi, pertumbuhan industri, aktivitas pariwisata dan 
ruang publik strategis. Batam menghadapi tantangan dalam menata 
aktivitas ekonomi informal. PKL banyak ditemukan di kawasan 
perdagangan, koridor transportasi, kawasan wisata, fasilitas umum, dan 
titik-titik keramaian. Keberadaan mereka menimbulkan persoalan 
administratif terkait penggunaan ruang publik, ketertiban lalu lintas, 
kebersihan, dan pengendalian kawasan. Pada saat yang sama, aktivitas 
PKL juga mencerminkan kebutuhan ekonomi warga yang bergantung 
pada akses ruang publik sebagai lokasi usaha (Liu & Liu, 2022). Situasi ini 
menjadikan Batam sebagai konteks penting untuk mengkaji bagaimana 
Satpol PP menerapkan prinsip diskresi dalam menyeimbangkan 
kepentingan ketertiban umum dan perlindungan penghidupan 
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masyarakat kecil (Kim et al., 2017; Loeffler & Timm-Arnold, 2021; 
Rilinger, 2023). 

Pemerintah Batam memiliki kerangka kebijakan terkait PKL melalui 
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan 
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dijabarkan lebih lanjut 
melalui Peraturan Wali Kota Batam Nomor 22 Tahun 2019. Regulasi 
tersebut menunjukkan kebijakan terhadap PKL tidak hanya diarahkan 
pada penertiban, tetapi juga pada penataan dan pemberdayaan. Dengan 
demikian, tugas Satpol PP dalam penertiban PKL seharusnya tidak 
dimaknai sekadar sebagai tindakan pengosongan ruang publik, 
melainkan sebagai tindakan pemerintahan yang terhubung dengan 
tujuan kebijakan daerah, yaitu menciptakan keteraturan ruang sekaligus 
menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat kecil (Junaedi, 2022; 
Rahmadanita & Nurrahman, 2022). Apabila penertiban berorientasi pada 
pemulihan keteraturan fisik tanpa penataan yang dapat dijalankan, maka 
tindakan berpotensi menghasilkan kepatuhan sesaat dan mendorong 
pengulangan pelanggaran (Ebeler et al., 2025). 

Dalam pelaksanaan tugas penertiban, Satpol PP kerap menghadapi 
kondisi lapangan yang tidak selalu diatur secara rinci oleh norma tertulis 
maupun prosedur teknis. Pada titik inilah prinsip diskresi menjadi 
relevan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintah mengakui diskresi sebagai kewenangan pejabat 
pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam 
keadaan tertentu demi kepentingan umum. Meski demikian, diskresi 
bukan kebebasan tanpa batas. Diskresi harus dijalankan berdasarkan 
hukum, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta memenuhi Asas-Asas 
Umum Pemerintahan yang Baik, seperti kepastian hukum, kecermatan, 
proporsionalitas, kemanfaatan, dan larangan penyalahgunaan 
wewenang (Lindeboom, 2022). Dengan demikian, diskresi Satpol PP 
merupakan instrumen administratif yang terkendali, bukan pembenaran 
bagi tindakan koersif yang sulit dipertanggungjawabkan (Hilda et al., 
2025; Widhi Antoro, 2021). 

Persoalan menjadi semakin penting ketika penertiban PKL 
menunjukkan pola berulang pada lokasi tertentu. Penertiban berulang 
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dapat mengindikasikan tujuan ketertiban belum tercapai secara 
berkelanjutan, terutama apabila tindakan lebih menonjolkan 
pembongkaran atau pemindahan dibandingkan penataan yang realistis. 
Dalam kondisi demikian, efektivitas tindakan Satpol PP tidak cukup 
diukur dari keberhasilan mengosongkan lokasi, tetapi tahapan, kejelasan 
alasan, kelengkapan dokumentasi administratif, proporsionalitas 
tindakan dan kemanfaatannya bagi masyarakat terdampak. Penelitian 
terdahulu menunjukkan penertiban yang minim dialog, tidak disertai 
kejelasan prosedur dan tidak menyediakan skema penataan yang layak; 
sehingga cenderung memunculkan resistensi sosial, perpindahan 
masalah dan pengulangan pelanggaran (Amiarso, 2021; Rosadi & Putra, 
2025). 

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi diskresi 
dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) tidak hanya memerlukan 
dasar hukum yang kuat, tetapi juga pemahaman aparatur mengenai 
penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam 
setiap tahapan penertiban. Berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap 
praktik penertiban di Kota Batam, masih ditemukan kelemahan dalam 
dokumentasi administratif, konsistensi prosedur, serta keterpaduan 
antara tindakan penertiban dengan upaya penataan dan pemberdayaan 
PKL. Kondisi ini menjadi penting sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat yang menyasar aparatur Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam sebagai mitra untuk memperkuat 
kapasitas mereka dalam menerapkan diskresi secara legal, proporsional, 
akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan lima 
indikator Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)-legalitas, 
kesesuaian tujuan kewenangan, kecermatan administratif, 
proporsionalitas, dan kemanfaatan-sebagai instrumen pendampingan 
dan evaluasi praktik diskresi dalam penertiban PKL. Berbeda dengan 
kegiatan yang umumnya hanya berfokus pada aspek penegakan 
peraturan daerah, pengabdian ini mengintegrasikan perspektif hukum 
administrasi dengan pendekatan pembinaan aparatur untuk 
menghasilkan praktik penertiban yang lebih akuntabel, humanis, dan 
berkeadilan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan 
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kapasitas aparatur Satpol PP Kota Batam dalam menerapkan prinsip 
diskresi sesuai AUPB sehingga pelaksanaan penertiban PKL lebih efektif, 
transparan, serta mampu meminimalkan potensi konflik sosial. 

 

2 Metode 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan 
pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan 
mitra sebagai subjek sekaligus pelaku utama dalam setiap tahapan 
kegiatan. Mitra dalam pengabdian ini adalah aparatur Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam yang terlibat dalam pelaksanaan 
penertiban pedagang kaki lima (PKL). Pendekatan PAR dipilih karena 
memungkinkan identifikasi permasalahan, penyusunan solusi, 
pelaksanaan tindakan, dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif 
sehingga solusi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. 

Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui lima tahapan. Tahap 
pertama adalah identifikasi masalah yaitu menginventarisasi berbagai 
kendala penerapan prinsip diskresi dalam penertiban PKL melalui telaah 
dokumen, observasi lapangan, serta diskusi awal bersama aparatur 
Satpol PP. Tahap kedua adalah perencanaan partisipatif, yaitu menyusun 
materi pendampingan dan merumuskan indikator penerapan diskresi 
berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang 
meliputi legalitas, kesesuaian tujuan kewenangan, kecermatan 
administratif, proporsionalitas, dan kemanfaatan. 

Tahap ketiga merupakan pelaksanaan aksi, berupa penyuluhan, 
diskusi kelompok terarah Focus Group Discussion, studi kasus penertiban 
PKL, serta pendampingan dalam mengevaluasi praktik penggunaan 
diskresi pada setiap tahapan penertiban. Seluruh kegiatan dilaksanakan 
secara partisipatif dengan mendorong aparatur Satpol PP 
mengidentifikasi permasalahan, mendiskusikan alternatif penyelesaian, 
dan menyusun langkah perbaikan yang dapat diterapkan dalam 
pelaksanaan tugas. 

Tahap keempat adalah refleksi bersama, yaitu mengevaluasi hasil 
pendampingan melalui diskusi mengenai perubahan pemahaman, 
kendala implementasi, dan peluang perbaikan prosedur penertiban. 
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Tahap kelima merupakan evaluasi dan tindak lanjut, yaitu menyusun 
rekomendasi penguatan standar operasional prosedur (SOP) berbasis 
AUPB, perbaikan dokumentasi administratif, peningkatan komunikasi 
pra-penertiban, serta integrasi penertiban dengan kebijakan penataan 
dan pemberdayaan pedagang kaki lima. 

Data kegiatan diperoleh melalui observasi, hasil diskusi kelompok, 
dokumentasi kegiatan, catatan lapangan, dan dokumen pendukung yang 
dimiliki mitra. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan 
membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan 
berdasarkan lima indikator AUPB. Keabsahan data dijaga melalui 
triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil 
observasi, diskusi, dokumentasi, dan refleksi peserta sehingga diperoleh 
gambaran mengenai peningkatan kapasitas aparatur dalam menerapkan 
prinsip diskresi secara akuntabel, proporsional, dan berorientasi pada 
kepentingan publik. 

 

3 Hasil 

Hasil menunjukkan penerapan prinsip diskresi dalam tugas Satpol 
PP terhadap penertiban pedagang kaki lima di Kota Batam berlangsung 
dalam kerangka kewenangan yang telah tersedia, tetapi kualitas 
pelaksanaannya berbeda pada setiap lokasi. Diskresi tampak ketika 
Petugas menentukan prioritas kawasan, memilih tahapan tindakan, 
menetapkan bentuk peringatan, melakukan pembongkaran, serta 
mengawasi kondisi setelah lokasi ditertibkan. Temuan memperlihatkan 
tindakan Satpol PP bukan hanya persoalan menjalankan perintah hUkum, 
melainkan juga proses pengambilan keputusan administratif yang harus 
dapat ditelusuri alasan, prosedur, dan dampaknya. 

Tabel 1. Sebaran Kasus Penertiban PKL di Kota Batam 

No Waktu Lokasi/Objek Bentuk Tindakan Temuan Utama 
1 19 Juni 

2024 
ROW Jl. M. Saleh, 
Cikitsu 

Pembongkaran 
bangunan/lapak 

Penegasan fungsi 
ruang milik jalan 

2 20 
September 
2024 

Fasum depan 
ruko, Batam 
Center 

Penertiban PKL Pemulihan fungsi 
fasilitas umum 

3 10 April 
2025 

Pasar Angkasa, 
Nagoya 

Imbauan awal Tahap persuasif 
sebelum tindakan 
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4 Mei 2025 Pasar Angkasa Surat Peringatan 1 Eskalasi 
administratif 

5 10 Juni 
2025 

Nagoya Point Blok 
M 

Penertiban PKL Pelaksanaan 
tindakan lapangan 

6 12 Juni 
2025 

Pasar Angkasa Imbauan lanjutan Penguatan 
pengosongan 
lokasi 

7 16 Juni 
2025 

Simpang Hutatap Pembongkaran 
lapak 

Penanganan titik 
publik 

8 17 Juni 
2025 

Sagulung Penertiban 
tenda/lapak 

Pengendalian 
ruang usaha 
informal 

9 18 Juni 
2025 

Sagulung Penertiban ulang PKL kembali 
beraktivitas 

10 2 Juli 2025 Hutatap–
Mandalai 

Pengawasan tenda 
PKL 

Kontrol 
pascatindakan 

Tabel 1 memperlihatkan peristiwa yang dianalisis membentuk 
rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Kasus Pasar Angkasa 
menunjukkan pola bertahap karena imbauan, surat peringatan, 
kemudian tindakan lapangan. Sebaliknya, Sagulung memperlihatkan 
persoalan kepatuhan setelah lokasi ditangani, karena aktivitas PKL 
kembali muncul sehari setelah penertiban. Perbedaan pola ini menjadi 
dasar untuk membaca penerapan diskresi bersifat kontekstual. Selain itu, 
periode Juni 2025 menjadi fase paling padat karena beberapa titik 
ditangani berdekatan, sehingga koordinasi administratif menjadi faktor 
penting. 

Tabel 2. Rantai Kewenangan Satpol PP dalam Penanganan PKL 

Tingkat Norma Dasar Hukum Fungsi  
Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 

1 ayat (3) 
Dasar negara hukum 

Undang-undang UU No. 23 Tahun 
2014 

Mandat pemerintahan daerah 

Undang-undang UU No. 30 Tahun 
2014 

Ruang diskresi dan AUPB 

Peraturan 
Pemerintah 

PP No. 16 Tahun 
2018 

Fungsi kelembagaan Satpol PP 

Peraturan Daerah Perda Batam No. 1 
Tahun 2019 

Arah penataan dan 
pemberdayaan PKL 

Peraturan Wali 
Kota 

Perwali Batam No. 
22 Tahun 2019 

Acuan teknis kebijakan PKL 
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Temuan pada Tabel 2 menunjukkan dasar kewenangan Satpol PP 
Kota Batam relatif memadai. Kewenangan tersebut tidak hanya 
bersumber dari mandat penegakan peraturan daerah, tetapi juga dari 
fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. 
Namun, kekuatan legal formal belum otomatis menjawab kualitas 
pelaksanaan. Legitimasi tindakan tetap bergantung pada kesesuaian 
antara dasar hukum, tujuan kebijakan, cara bertindak, serta bukti 
administratif yang menyertainya (Deligiannis et al., 2026). Karena itu, 
legalitas dipahami sebagai pintu awal, bukan satu-satunya ukuran untuk 
menilai implementasi diskresi. 

Tabel 3. Bentuk Implementasi Diskresi dalam Tugas Satpol PP 

Tahap Bentuk Keputusan Contoh Temuan 
Pra-tindakan Menentukan lokasi prioritas Fasum, ROW, pasar, titik 

keramaian 
Persuasif Memberikan imbauan Pasar Angkasa 

Administratif Menerbitkan peringatan SP1 sebelum tindakan 
Operasional Menertibkan atau 

membongkar lapak 
Cikitsu, Hutatap, Sagulung 

Pascatindakan Mengawasi kepatuhan Hutatap-Mandalai 
Korektif Melakukan penertiban ulang Sagulung 

Tabel 3 menunjukkan ruang keputusan Satpol PP muncul sejak 
tahap awal. Pada pra-tindakan, petugas menilai lokasi yang diprioritaskan 
berdasarkan gangguan terhadap fasilitas umum, ruang milik jalan, 
kawasan pasar, atau titik keramaian. Pada tahap berikutnya, pendekatan 
persuasif dan administratif digunakan sebelum tindakan fisik. Setelah itu, 
pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah kondisi tertib dapat 
bertahan. Pola ini menegaskan diskresi lebih tepat dipahami sebagai 
rangkaian keputusan sebelum, saat, dan sesudah tindakan lapangan. 

Tabel 4. Penilaian Awal Berdasarkan Indikator AUPB 

Indikator Temuan Kecenderungan 

Legalitas 
tindakan 

Dasar hukum tersedia dari tingkat 
undang-undang hingga peraturan 
daerah 

Kuat 

Kesesuaian 
tujuan 

Mandat penataan dan 
pemberdayaan belum selalu 
tampak dalam hasil tindakan 

Perlu penguatan 
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Kecermatan 
administratif 

Imbauan dan peringatan terlihat 
pada sebagian kasus Belum merata 

Proporsionalitas 
Terdapat variasi tindakan dari 
imbauan sampai pembongkaran 

Cukup, tetapi perlu 
standar rinci 

Kemanfaatan 
sosial 

Penertiban ulang menunjukkan 
kepatuhan belum stabil 

Lemah 

Berdasarkan Tabel 4, aspek legalitas merupakan temuan paling 
kuat karena tindakan Satpol PP dapat ditautkan dengan perangkat 
hukum yang jelas. Akan tetapi, indikator tujuan, kecermatan, dan 
kemanfaatan sosial masih membutuhkan penguatan. Pada beberapa 
peristiwa, informasi publik lebih banyak menampilkan tindakan lapangan 
dibandingkan penjelasan mengenai tindak lanjut. Akibatnya, hubungan 
antara tindakan penertiban dan mandat pemberdayaan PKL belum selalu 
tampak. Kondisi ini penting karena kebijakan tentang PKL tidak hanya 
memuat orientasi pengendalian, tetapi juga penataan dan 
pemberdayaan. 

Kegiatan pengabdian dilaksanakan bersama aparatur Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam melalui tahapan identifikasi 
masalah, penyuluhan, diskusi kelompok terarah (Focus Group 
Discussion), pendampingan, dan refleksi bersama mengenai penerapan 
prinsip diskresi dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL). Seluruh 
tahapan dilaksanakan secara partisipatif sehingga aparatur tidak hanya 
menerima materi, tetapi juga mengidentifikasi secara langsung berbagai 
kendala yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan penertiban. 

Pada tahap identifikasi masalah, ditemukan bahwa sebagian besar 
peserta telah memahami dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam 
penegakan peraturan daerah. Namun, pemahaman tersebut masih 
berorientasi pada aspek legalitas formal sehingga penerapan diskresi 
lebih banyak dimaknai sebagai kewenangan untuk mengambil tindakan 
penertiban. Melalui diskusi partisipatif, peserta mengakui bahwa aspek 
kecermatan administratif, proporsionalitas tindakan, serta 
pertimbangan kemanfaatan sosial belum selalu menjadi dasar dalam 
pengambilan keputusan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa pelaksanaan diskresi masih memerlukan penguatan, terutama 
dalam menghubungkan kewenangan hukum dengan prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik. 
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Pelaksanaan penyuluhan dan Focus Group Discussion memberikan 
ruang bagi peserta untuk merefleksikan pengalaman penertiban yang 
pernah dilakukan. Berbagai kasus penertiban PKL digunakan sebagai 
media pembelajaran untuk menelaah kesesuaian tindakan dengan 
prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Hasil diskusi 
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai 
pentingnya mendokumentasikan alasan penggunaan diskresi, menyusun 
tahapan tindakan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, serta 
memastikan bahwa setiap tindakan penertiban tetap 
mempertimbangkan dampak sosial terhadap pedagang kaki lima. 
Peserta juga menyadari bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya 
diukur dari terciptanya ketertiban fisik, tetapi juga dari kemampuan 
pemerintah menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat serta 
mendorong kepatuhan yang berkelanjutan. 

Selama proses pendampingan, peserta secara aktif mengevaluasi 
prosedur penertiban yang selama ini diterapkan. Hasil evaluasi 
menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan 
penyempurnaan, terutama pada kelengkapan administrasi, dokumentasi 
hasil penertiban, komunikasi sebelum pelaksanaan tindakan, serta 
koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani penataan dan 
pemberdayaan PKL. Diskusi partisipatif menghasilkan kesepahaman 
bahwa tindakan penertiban akan lebih efektif apabila dilaksanakan 
secara bertahap melalui pemberian imbauan, peringatan, dialog, dan 
tindakan operasional sebagai langkah terakhir. Pendekatan tersebut 
dinilai mampu mengurangi potensi konflik sekaligus meningkatkan 
legitimasi tindakan Satpol PP di mata masyarakat. 

Tabel 5. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah 
Pendampingan Penerapan Prinsip Diskresi 

Aspek Kondisi Sebelum 
Pendampingan 

Kondisi Sesudah Pendampingan 

Pemahaman 
mengenai 
diskresi 

Diskresi dipahami 
sebagai kewenangan 
mengambil tindakan 
penertiban 
berdasarkan ketentuan 
hukum. 

Diskresi dipahami sebagai 
kewenangan administratif yang 
harus memenuhi prinsip 
legalitas, proporsionalitas, 
kecermatan, dan kemanfaatan 
sesuai AUPB. 
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Pelaksanaan 
tahapan 
penertiban 

Tahapan penertiban 
belum dilaksanakan 
secara konsisten dan 
lebih berorientasi pada 
tindakan operasional. 

Peserta memahami pentingnya 
tahapan bertingkat melalui 
imbauan, peringatan, dialog, 
hingga tindakan operasional 
sebagai alternatif terakhir. 

Dokumentasi 
administratif 

Dokumentasi alasan 
tindakan, berita acara, 
dan tindak lanjut 
belum dilakukan 
secara seragam. 

Peserta mampu 
mengidentifikasi dokumen 
administratif yang perlu 
disiapkan untuk memperkuat 
akuntabilitas tindakan. 

Komunikasi 
dengan 
pedagang 

Komunikasi pra-
penertiban masih 
bersifat situasional dan 
belum menjadi bagian 
dari prosedur yang 
baku. 

Peserta memahami pentingnya 
komunikasi persuasif sebelum 
pelaksanaan penertiban untuk 
meminimalkan konflik sosial. 

Pemahaman 
terhadap 
AUPB 

Penerapan AUPB 
belum menjadi 
pertimbangan utama 
dalam penggunaan 
diskresi. 

Peserta mampu menggunakan 
lima indikator AUPB sebagai 
dasar dalam mengevaluasi 
penggunaan diskresi pada setiap 
tahapan penertiban. 

Orientasi 
pelaksanaan 
penertiban 

Keberhasilan lebih 
diukur dari 
pengosongan lokasi 
atau pemulihan 
ketertiban fisik. 

Keberhasilan dipahami sebagai 
terciptanya ketertiban yang 
berkelanjutan melalui penataan, 
pemberdayaan PKL, dan 
peningkatan kepatuhan 
masyarakat. 

Hasil refleksi bersama menunjukkan adanya perubahan perspektif 
peserta terhadap makna diskresi dalam pelaksanaan tugas. Sebelum 
kegiatan, diskresi lebih dipahami sebagai ruang kebebasan pejabat dalam 
mengambil keputusan. Setelah mengikuti pendampingan, peserta 
memahami bahwa diskresi merupakan kewenangan administratif yang 
harus digunakan secara hati-hati, didukung alasan yang jelas, 
terdokumentasi dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
prinsip legalitas, proporsionalitas, kecermatan, dan kemanfaatan. 
Perubahan pemahaman tersebut menjadi indikator bahwa kegiatan 
pengabdian berhasil meningkatkan kapasitas aparatur dalam 
menerapkan prinsip diskresi secara lebih akuntabel. 

Sebagai tindak lanjut, bersama mitra disepakati beberapa langkah 
perbaikan, yaitu penyempurnaan standar operasional prosedur berbasis 
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), penguatan 
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dokumentasi administratif pada setiap tahapan penertiban, peningkatan 
komunikasi pra-penertiban dengan pedagang kaki lima, serta penguatan 
koordinasi dengan instansi terkait dalam program penataan dan 
pemberdayaan PKL. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi dasar 
penguatan praktik penertiban yang lebih profesional, humanis, dan 
berorientasi pada penyelesaian masalah secara berkelanjutan. 

 

4 Pembahasan 

Pembahasan ini menegaskan implementasi prinsip diskresi dalam 
tugas Satpol PP terhadap penertiban PKL di Kota Batam tidak dapat 
dinilai hanya dari ada atau tidaknya dasar hukum. Hasil menunjukkan 
rantai kewenangan Satpol PP relatif memadai, mulai dari mandat 
pemerintahan daerah, fungsi kelembagaan Satpol PP, hingga kebijakan 
lokal mengenai penataan dan pemberdayaan PKL. Namun, dalam hukum 
administrasi negara, legitimasi tindakan pemerintahan tidak berhenti 
pada legalitas formal, melainkan juga ditentukan oleh kesesuaian tujuan, 
kecermatan prosedur, dan kepatutan akibat Tindakan (Cananea & 
Parona, 2024). Karena itu, diskresi Satpol PP harus dibaca sebagai 
keputusan administratif yang terikat oleh batas kewenangan dan prinsip 
AUPB, bukan sebagai kewenangan bebas dalam memulihkan ketertiban 
ruang publik. 

Temuan mengenai dasar kewenangan memperlihatkan Satpol PP 
Kota Batam memiliki posisi hukum yang jelas dalam menjalankan 
penertiban PKL. Kewenangan tersebut bersumber dari tugas 
menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum 
sebagaimana diatur dalam kerangka pemerintahan daerah dan 
kelembagaan Satpol PP. Akan tetapi, objek yang ditertibkan bukan 
sekadar benda atau lapak, melainkan aktivitas ekonomi warga yang 
berhubungan dengan mata pencaharian (Chakunda, 2023). Di sinilah 
penertiban PKL menjadi berbeda dari tindakan administratif biasa. 
Kebijakan terhadap PKL di Kota Batam melalui Perda Nomor 1 Tahun 
2019 tidak hanya memuat orientasi pengendalian, tetapi juga penataan 
dan pemberdayaan. Dengan demikian, tindakan Satpol PP seharusnya 
tidak hanya mengarah pada pengosongan lokasi, tetapi juga selaras 
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dengan desain kebijakan yang memberi ruang bagi keteraturan sekaligus 
keberlanjutan usaha kecil. 

Dalam konteks tersebut, diskresi menjadi penting karena petugas 
sering menghadapi kondisi lapangan yang tidak seluruhnya diatur secara 
rinci oleh norma tertulis. Penentuan lokasi prioritas, pilihan antara 
imbauan atau tindakan fisik, waktu pelaksanaan, dan tindak lanjut 
pascapenertiban merupakan ruang keputusan yang membutuhkan 
pertimbangan administratif. Namun, ruang tersebut harus dikelola 
secara hati-hati. Diskresi yang tidak meninggalkan alasan tertulis, tidak 
memperlihatkan tahapan, atau tidak menjelaskan dasar pemilihan 
tindakan dapat melemahkan akuntabilitas. Kajian hukum administrasi 
menegaskan diskresi yang sah harus tetap dapat diuji berdasarkan tujuan 
kewenangan dan larangan penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu, 
semakin besar dampak suatu tindakan terhadap penghidupan warga, 
semakin kuat pula tuntutan agar tindakan tersebut terdokumentasi dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Pola tindakan di Pasar Angkasa menunjukkan prinsip diskresi dapat 
diterapkan secara lebih tertib ketika terdapat tahapan persuasif dan 
administratif sebelum penindakan lapangan (Utama et al., 2025). Adanya 
imbauan, surat peringatan, penertiban, dan imbauan lanjutan 
memperlihatkan tindakan tidak langsung bergerak pada pembongkaran, 
tetapi melalui eskalasi tertentu. Pola ini lebih mudah dibaca sebagai 
tindakan yang memenuhi kecermatan administratif karena publik dapat 
menelusuri adanya proses sebelum langkah operasional dilakukan. 
Keterlacakan semacam ini menjadi penting karena dokumen tidak hanya 
berfungsi sebagai arsip, tetapi juga sebagai bukti rasionalitas tindakan. 
Tanpa jejak administratif yang jelas, diskresi mudah dipersepsikan 
sebagai tindakan sepihak, meskipun secara formal berada dalam ruang 
kewenangan. 

Berbeda dengan itu, temuan pada Sagulung dan Hutatap-Mandalai 
menunjukkan tantangan yang lebih besar pada aspek kemanfaatan sosial 
dan keberlanjutan kepatuhan. Penertiban ulang mengindikasikan 
pengosongan lokasi belum tentu menghasilkan perubahan perilaku yang 
stabil. Hal ini memperkuat argumen efektivitas penertiban tidak cukup 
diukur dari keberhasilan sesaat, tetapi perlu dilihat dari keberlanjutan 
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hasil setelah tindakan dilakukan (Senna & de Araujo Moxotó, 2025). 
Apabila PKL kembali berjualan dalam waktu singkat, maka persoalan 
kemungkinan tidak hanya terletak pada ketidakpatuhan pedagang, tetapi 
juga pada belum memadainya skema penataan, komunikasi kebijakan, 
atau alternatif ruang usaha. Studi tentang kebijakan PKL menunjukkan 
penertiban yang tidak disertai dialog dan solusi penataan cenderung 
memunculkan resistensi, relokasi informal, dan pengulangan 
pelanggaran. 

Aspek proporsionalitas juga menjadi titik krusial dalam menilai 
tindakan Satpol PP. Proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan 
antara tingkat pelanggaran, tujuan ketertiban, dan intensitas tindakan 
yang dipilih (Allegrezza & Lasagni, 2024). Pembongkaran lapak mungkin 
dapat dibenarkan pada kondisi tertentu, misalnya ketika lapak berada di 
ruang milik jalan atau fasilitas umum yang menghambat fungsi publik 
(Bandauko & Arku, 2025). Namun, pembenaran tersebut tetap harus 
disertai alasan yang jelas, tahapan yang layak, serta pertimbangan 
terhadap dampak sosial. Jika tindakan fisik dilakukan tanpa penjelasan 
mengenai alternatif atau tindak lanjut, maka penertiban berpotensi 
dipahami sebagai tindakan koersif semata (Leerssen, 2023). Dalam 
kerangka AUPB, tindakan yang legal secara formal tetap dapat 
dipersoalkan apabila tidak menunjukkan kepatutan, keseimbangan, dan 
kemanfaatan. 

Temuan ini menunjukkan perlunya membedakan antara ketertiban 
fisik dan ketertiban yang berkelanjutan. Ketertiban fisik tampak ketika 
lokasi berhasil dikosongkan, lapak dibongkar, atau tenda dipindahkan. 
Namun, ketertiban berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila tindakan 
tersebut terhubung dengan pengaturan ruang, komunikasi kepada 
pedagang, pendataan, dan mekanisme pengawasan yang konsisten. 
Batam sebagai kota dengan mobilitas ekonomi tinggi membutuhkan tata 
kelola PKL yang tidak hanya reaktif, tetapi juga adaptif terhadap 
kebutuhan ruang ekonomi informal. Data nasional tentang dominasi 
pekerja informal menunjukkan PKL merupakan bagian dari struktur 
penghidupan yang luas, sehingga kebijakan penertiban perlu 
mempertimbangkan risiko sosial ekonomi yang muncul setelah tindakan 
dilakukan. Dengan demikian, kemanfaatan sosial menjadi indikator 
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penting untuk memastikan penertiban tidak sekadar memindahkan 
masalah ke lokasi lain. 

Dari sisi metodologis, pembacaan berbasis dokumen 
memperlihatkan kualitas informasi publik sangat menentukan 
kemampuan masyarakat menilai akuntabilitas tindakan Satpol PP. Kasus 
yang memiliki rangkaian informasi mengenai imbauan, peringatan, dan 
tindak lanjut cenderung lebih mudah diuji dibanding kasus yang hanya 
menampilkan hasil akhir berupa pembongkaran. Hal ini menunjukkan 
transparansi administratif merupakan bagian penting dari implementasi 
diskresi. Dalam pendekatan kualitatif, triangulasi sumber diperlukan agar 
penilaian tidak bergantung pada satu narasi, tetapi dibangun melalui 
pembandingan antara regulasi, dokumen resmi, dan pemberitaan 
kredibel. Oleh karena itu, penguatan dokumentasi bukan sekadar 
kebutuhan internal birokrasi, tetapi juga instrumen untuk membangun 
kepercayaan publik. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan 
implementasi prinsip diskresi dalam tugas Satpol PP Kota Batam berada 
pada posisi yang ambivalen. Secara normatif, kewenangan penertiban 
memiliki dasar yang kuat. Secara praktik, kualitasnya masih sangat 
bergantung pada kemampuan Satpol PP menunjukkan alasan tindakan, 
menjaga tahapan administratif, menyesuaikan intensitas tindakan 
dengan kondisi lapangan, dan menghubungkan penertiban dengan 
agenda penataan serta pemberdayaan PKL. Dengan kata lain, persoalan 
utama bukan pada ada atau tidaknya kewenangan, melainkan pada 
bagaimana kewenangan tersebut digunakan secara cermat, 
proporsional, dan bermanfaat. Jika diskresi dijalankan melalui prosedur 
yang tertib dan berorientasi pada solusi, maka penertiban dapat menjadi 
instrumen tata kelola ruang publik yang akuntabel. Sebaliknya, apabila 
diskresi hanya dipakai untuk mempercepat tindakan fisik, maka 
penertiban berisiko kehilangan legitimasi sosial meskipun tetap memiliki 
dasar hukum. 

 

5 Kesimpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan 
berbasis Participatory Action Research (PAR) berhasil meningkatkan 
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pemahaman dan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kota Batam dalam menerapkan prinsip diskresi berdasarkan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Melalui penyuluhan, diskusi 
partisipatif, dan refleksi bersama, peserta memperoleh pemahaman 
yang lebih komprehensif mengenai pentingnya legalitas, kecermatan 
administratif, proporsionalitas, dan kemanfaatan sosial dalam setiap 
tahapan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Kegiatan ini juga 
mengidentifikasi bahwa tantangan utama bukan terletak pada aspek 
kewenangan, melainkan pada konsistensi penerapan prosedur, 
kelengkapan dokumentasi administratif, komunikasi pra-penertiban, 
serta keterpaduan antara tindakan penertiban dengan program 
penataan dan pemberdayaan PKL. Pendampingan menghasilkan 
kesepahaman bersama mengenai perlunya penguatan standar 
operasional prosedur berbasis AUPB, penyempurnaan administrasi 
penertiban, serta peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan 
sebagai upaya mewujudkan penertiban yang lebih akuntabel, humanis, 
dan berkeadilan, sehingga hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi 
acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan 
ketertiban umum di Kota Batam. 
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